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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara
atau instansi pemerintah daerah yang berwenang melakukan
pemeriksaan di bidang keuangan daerah. Dalam pengertian
keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain, identitas Wajib
Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah.

Ayat (4)

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan,
penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan
Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, keterangan atau
bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau
diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Walikota.
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Walikota harus dicantumkan
nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli,
atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.
Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang
dipandang perlu oleh Walikota.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah
pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, demi
kepentingan peradilan, Walikota memberikan izin pembebasan atas
kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan Para ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan
tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (6)
Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa
keterangan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata
tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang pajak atas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan hanya
terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 34
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan
merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana
di bidang perpajakan.
Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran
Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan
dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (1)
Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai,
tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga
perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
daerah.

Ayat (2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang
dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat
pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.
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